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Skripsi ini membahas mengena pengaruh dari Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014
terhadap penuntutan kejahatan seksual yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Dalam penelitian ini
juga akan dibahas secara kronologis terkait pengaturan dan penuntutan kejahatan seksual di pengadilan-
pengadilan sebelum Mahkamah Pidana Internasional untuk melihat signifikansi dari setiap pengadilan dalam
penuntutan kejahatan seksual. Kejahatan seksual pada International Military Tribunal of Nuremberg and
Tokyo (IMT dan IMTFE) pada masa Perang Duniall belum dianggap sebaga kejahatan yang terpisah dan
hanya sebagai bagian dari “mass atrocities’. Perkembangan dan pengaturan juga kejahatan seksual dapat
dilihat pada pengadilan pidanainternasional yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB yaitu ICTY, ICTR
dan SCSL. Dengan berkembangnya pengaturan kejahatan seksual dalam pengadilan-pengadilan ini maka
keberhasilan Penuntut Umum dalam membuktikan kejahatan seksual telah menghasilkan landmark cases
seperti putusan Prosecutor v. Tadic yang merupakan keberhasilan pertama oleh Penuntut Umum dalam
membuktikan kejahatan seksual. Namun, tidak ada kejahatan seksual yang berhasil dituntut di Mahkamah
Pidana Internasional sebelum diterbitkannya Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014. Kasus
pertama yang berhasil membuktikan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa kejahatan seksual adalah kasus
Prosecutor v. Bemba setelah diterbitkan Policy Paper on Sexual and Gender Based Crimes 2014. Maka dari
itu, penulis bertujuan untuk menjelaskan faktor- faktor dari ketidakberhasilan penuntutan kejahatan seksual
di Mahkamah Pidana Internasional melalui kasus-kasus dan pengaruh Policy Paper on Sexual and Gender
Based Crimes 2014 sebagai pedoman Penuntut Umum terhadap penuntutan kejahatan seksual di Mahkamah
Pidana Internasional.

...... This thesis discusses the implementation of the Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014
on the prosecution of sexual crimestried at the International Criminal Court. This study will also discuss
chronologically regarding the regulation and prosecution of sexual crimesin courts before the International
Criminal Court to see the significance of each court in prosecuting sexual crimes. Sexual crimes at the
International Military Tribunal of Nuremberg and Tokyo (IMT and IMTFE) during World War 11 were not
considered separate crimes and only as part of "mass atrocities'. The devel opment and regulation of sexual
crimes can be seen in the international criminal courts established by the UN Security Council, namely
ICTY, ICTR and SCSL. With the development of the regulation of sexual crimesin these courts, the success
of the Public Prosecutor in proving sexual crimes has resulted in landmark cases such as the decision of
Prosecutor v. Tadic which isthe first success by the Public Prosecutor in proving a sexual crime. However,
no sexual crimes were successfully prosecuted in the International Criminal Court prior to the publication of
the 2014 Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes. The first case that succeeded in proving crimes
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against humanity in the form of sexual crimes was the case of Prosecutor v. Bemba after the publication of
the Policy Paper on Sexual and Gender Based Crimes 2014. Therefore, the author aims to explain the factors
of the unsuccessful prosecution of sexual crimes at the International Criminal Court through cases and the
influence of the 2014 Policy Paper on Sexual and Gender Based Crimes as the Public Prosecutor guide for
the prosecution of sexual crimes at the International Criminal Court.



